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ABSTRAK 

Nama: AINA VIRA ARIESTA, NIM: 181120093, Judul Skripsi: Tinjauan Fiqh 
Siyasah Terhadap Kedudukan dan Fungsi KPK dalam Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
menimbulkan polemik dari berbagai elemen masyarakat dan memantik kemarahan 
berujung demonstrasi, hal yang paling banyak menuai kontroversi adalah 
perubahan kedudukan dan pemangkasan beberapa wewenang KPK dalam 
menjalankan fungsinya. 

Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua 
rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana kedudukan dan fungsi KPK dalam Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ?. 2. 
Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kedudukan dan fungsi KPK dalam 
undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 
?. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi KPK 
dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kedudukan 
dan fungsi KPK dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 
research) dan bersifat deskriptif analitis. Adapun data yang digunakan adalah data 
primer berupa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan data sekunder berupa buku, jurnal 
hukum serta pandangan para ahli hukum (doktrin) baik dalam hukum positif 
maupun dalam fiqh siyasah, dalam hal ini penulis mengambil pandangan dari H.A 
Basiq Djalil. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa. 1. Revisi UU nomor 19 tahun 
2019 memudarkan state independent agencies dan anti-corupption agencies dan 
membatasi ruang gerak KPK dalam menjalankan tugasnya. Hal ini ditandai dengan 
menempatkan KPK dalam rumpun eksekutif, yang berdampak pada penyerahan 
tanggung jawab penghapusan undang-undang kepada Presiden, jika pemberantasan 
korupsi tidak berjalan. Serta mengubah status pegawai KPK menjadi ASN, 
menjadikan KPK tidak lagi mempunyai kewenangan menyeleksi para pegawainya 
untuk mengisi struktur organisasi KPK yang meliputi berbagai bidang. Terkait 
penyelidikan KPK harus terlebih dahulu memberitahukan dewan pengawas dalam 
melakukan penggeledahan dan penyitaan dan dalam proses penuntutan KPK harus 
melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kejaksaan dan KPK dapat dikenai 
SP3 jika penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. 2. 
Sedangkan dalam konteks fiqh siyasah KPK memiliki kesamaan dengan wil ̅yah 
al-ma ̅alim yakni kedudukan KPK dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 
sama dengan wil ̅yah al-ma ̅alim yang ada dalam naungan lembaga sulṭah 
tanf d̅iyyah (lembaga eksekutif), keduanya memiliki fungsi yang sama yakni 
menerima laporan atas dugaan perilaku zalim yang dilakukan pejabat kepada 
rakyatnya dalam memberikan keadilan kepada orang-orang yang terampas hak-
haknya. Namun perbedaannya adalah ruang lingkup wil ̅yah al-ma ̅alim lebih luas. 
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 rakyat. 

 

 

Nota  : Nota Dinas    Kepada Yth  

Lamp : 1 (satu) Eksemplar   Dekan Fakultas Syariah 

Hal  ; Pengajuan Ujian Munaqasyah  UIN SMH Banten 

  a.n Aina Vira Ariesta   di 

  NIM 181120093                                 Serang  

     

Assalamu’alaikum Wr. Wb  

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan 

mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa 

skripsi Saudari Aina Vira Ariesta, NIM 181120093, Judul Skripsi; 

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan dan Fungsi KPK dalam 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk 

melengkapi ujian Munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini 

dengan harapan segera dimunaqasyahkan. 

 Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb   

  Serang,  20 Oktober 2022 

Pembimbing I, Pembimbing II 

  

Dr. Hj. Ru’fah Abdullah, M.M 

NIP: 195807111985032002 
M. Riza Pahlefi, M.Pd 

NIP: 199502012019031005 

 

 FAKULTAS SYARI’AH 

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

   SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 2003323 Fax.(0254) 200022 

 



 iv 

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN 

FUNGSI KPK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 

TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

Oleh: 

Aina Vira Ariesta 

NIM. 181120093 

 

Mengetahui, 

Pembimbing I, Pembimbing II 

 

 

 

 

Dr. Hj. Ru’fah Abdullah, M.M 

NIP: 195807111985032002 
M. Riza Pahlefi, M.Pd 

NIP: 199502012019031005 
 

 

Mengetahui, 

 

Dekan  

Fakultas Syariah, 

Ketua Jurusan  

Hukum Tata Negara, 

 

 

 

 

 

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si 

NIP:196506071992031005 
Atu Karomah, S.H., M.Si 

NIP: 196902141999032001 

 

 

  



 v 

PENGESAHAN 

Skripsi atas nama Aina Vira Ariesta, NIM 181120093, 

berjudul; Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Dan Fungsi 

Kpk Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diujikan dalam sidang 

munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana 

Hasanudin Banten pada tanggal 20 Oktober 2022. Skripsi ini diterima 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

(S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. 

Serang, 20 Oktober 2022 

Sidang Munaqosyah, 

Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota, 

 

 

H. Masduki, S.Ag., M.A. 

NIP: 197311051999032001 

 

 

Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I, M.Pd 

NIP: 197506162006041008 

Penguji I, Penguji II, 

 

 

H. Masduki, S.Ag., M.A. 

NIP: 197311051999032001 

 

 

Ade Mulyana, S.Ag., M.Si. 

NIP: 195911041994031002 

Pembimbing I, 

 

 

 

 

Pembimbing II, 

 

Dr. Hj. Ru’fah Abdullah, M.M 

NIP: 195807111985032002 

 

M. Riza Pahlefi, M.Pd 

NIP: 199502012019031005 

 



 vi 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan Memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, yang 
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MOTTO 

                     

                         

    

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat. 

(Q.S. An-Nisa, 4 :58) 
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